Kampanye Pemilu 2019
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A The Do’s

1. Menyerahkan susunan tim kampanye kepada KPU sesuai jadwal dan tingkatannya,
2. Menjalankan kewajiban terkait dengan peraturan dana kampanye, diantaranya
pembatasan sumber dan jumlah, jenis dan waktu pelaporan

menyangkut rekening,
serta berbagai larangan lainnya.
- Mematuhi jadwal Kampanye:

a. Tanggal 23 September 2018 s.d 13 April 2019, meliputi: pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum,
pemasangan alat peraga ditempat umum, media sosial, debat dan kegiatan lainnya

b. Tanggal 24 Maret s.d 13 April 2019, meliputi: iklan media massa cetak, media :
massa elektronik, internet dan rapat umum.

‘Memberitahu jadwal pelaksanaan kampanye pertemuan terbatas dan tatap muka
kepada kepolisian setempat dengan tembusan kepada KPU dan bawaslu sesuai
dengan tingkatannya.
\ 5. [kuti standar kampanye melalui alat peraga dan bahan kampanye.
6. Membuat i.‘l(.un mefiia sosial paling banyak 10 (sepuluh) untuk setiap jenis aplikasi
7. Iklan televisi maksimal 10 spot paling lama 30 detik untuk setiap stasiun televisi
setiap hari.
8. :lklafn radio maksimal 10 spot paling lama 60 detik untuk setiap stasiun radio setiap
ari.
9. Iklan media cetak maksimal 810 milimeter kolom atau | banner.
10. Debat capres/cawapres wajib diikuti supaya tidak terkena sanksi.
11. Rapat umum dilakukan sesuai tempat dan waktu yang ditentukan KPU
12. Pejabat negara yang diperbolehkan ikut dalam kampanye: :
a. Presiden dan wakil presiden.
b. Pejabat negara yang berstatus sebagai anggota parpol.
: C: Ptz:}‘)a‘;:i ngara yang menjadi capres atau cawapres, anggota tim kampanye yang
. PSI-I o tarkan ke KPU, pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU
. : ejabat ll:eg'ara y.a.ng melakukan kampanye harus dalam status cuti, maksimal
= (satu) hari ke.rja dalam seminggu dengan memperhatikan pelaksanaan tugas
15. KKampanye bagi pejabat negara pada hari libur tidak perlu cuti.
5. Kampanye dapat dilakukan di gedung atau fasilitas negara jika gedung atau
; ;a:ih;a: negara tersebut disewakan kepada umum
1 esiden d i i !
) nman :Tklil pres-lden selama kampanye masih dapat menggunakan fasilitas
yang melekat yaitu pengamanan, kesehatan dan protokoler.

B B o @

netgrit.org Netgrit @netgrit @netgrit

A NN AR 55,5

e et

ssti izt

Senin

% The Don’ts

Dilarang unr.“u\::-l:k 5 3

Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD R11945, i
Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesnm:&‘::tb“lli‘kb:e :rn::(i:nt 250 Republll mdmpse
Menghina seseorang agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta Pemilu yang lain.

Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. £
Mengganggu ketertiban umum.

Mengancam untuk melakukan kekerasan atan menganjurkan penggunaan kel
anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain.

Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu.
. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Menggunakan fasilitas gedung perwakilan pemerintah di luar negeri.

Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta
Pemilu yang bersangkutan.

. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada kampanye Pemilu.

Mengungkapkan identitas/ciri-ciri Lhusus atau karakteristik partai politik peserta Pemilu dalam bentuk pemasangan
atribut atau alat peraga kampanye yang memuat tanda gambar beserta nomor urut partai politik peserta Pemilu
litempat umum atau publikasikan melalui media cetak atau elektronik diluar jadwal kampanye.
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9. Tidak melibatkan pejabat dan para pihak yang dilarang diikutsertakan dalam Kampanye:
a Eetua. wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung dan hakim konstitusi pada Mahkamah
onstitusi.
. Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
Gubernur, deputi gubernur senior dan deputi gubernur Bank Indonesia.
Dircksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik
Pejabat negara bukan anggota partai politik yang j i
Aparatur sipil negara.
Anggota Tentara Nasi
Kepala desa.
Perangkat desa.
Anggota badan permusyawaratan desa.
Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

I Ind ia dan Kepolisi Negara Republik Indonesia.
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jadi ketua tim kampanye.
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Kepala daerah tidak boleh
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Kampanye yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, kepala/wakil kepala daerah dilarang:
a. Menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan.
b. Menjalani cuti diluar tanggungan negara.

abat fungsional, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/;
Jan atau merugikan salahsatu peserta Pemilu selama kampanye.

5. Pejabat negara, pejabat struktural, pej
lakukan tindakan yang

B!

nal dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara
keberpihakan terhadap peserta Pemilu sebelum selama,
ajakan, himb sernan atau pemberian barang kepada

Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsio
dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada
sesudah masa kampanye, meliputi kegiatan per
aparatur sipil negara dan masyarakat.

at daerah dilarang menggunakan fasilitas negara berupa:
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L it ti } g b gara dan kendaraan dinas peg

a. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat ne
serta alat transportasi dinas lainnya.

Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pe
kecuali daerah terpencil yang pelaksanaznnyaharus akukan d
Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikast milik pemerin
peralatan lainnya.
Fasilitas lainnya yang

merintah, milik pemerintah provinsi, _mil}lx pem'erimzh kab/k
dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan.
tah provinsi/kabupatenlkou. dan

b.

)
d. dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sumber: - Undang-Und
- PKPU No 5 Ta
Tentang Tahapan, Program dan “Jadwal Penyelenggaraan
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